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ABSTRAK 

Anak yang dianggap lemah kerap kali menjadi korban 

kekerasan oleh orang terdekat maupun teman sebaya. Data dari dinas 

PPPA OKU menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada anak masih 

terbilang cukup tinggi. Banyak anak yang masih mendapatkan 

perlakuan tidak sesuai baik itu dalam bentuk fisik, psikologis, maupun 

kekerasan seksual yang dialami anak di lingkungan keluarga maupun 

sekolah. Selain menyebabkan trauma, kekerasan terhadap anak ini 

sudah jelas melanggar hukum yang berlaku. Berkenaan dengan Pasal 

32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu menjelaskan 

bahwa dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk bertanggung 

jawab dalam menanggulangi dan menangani  anak korban kasus 

kekerasan tersebut.  

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana 

Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 

terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas PPPA OKU dan 

bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 32 

Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan 

kasus kekerasan anak di Dinas PPPA OKU. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat 

penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, metode 

pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data (editing), klasifikasi 

data dan sistemasi data (systemizing). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan 

terhadap kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan, pemerintah sudah 

menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 

32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 

2022, dengan melakukan berbagai upaya yakni melakukan 

pendampingan terhadap korban baik dalam pendampingan dari segi 

hukum, psikologis, maupun medis serta melakukan pencegahan 

terhadap kasus kekerasan anak dengan cara sosialisasi, membuat 

forum anak, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan elemen 

terkait. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang 

ditemukan yaitu anak yang merasa takut dan tidak terbuka terhadap 

permasalahannya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

penemuan kasus kekerasan anak, kurangnya sumber daya manusia di 

Dinas PPPA OKU, anggaran yang kurang memadai, dan belum 

tersedianya rumah aman bagi korban. Dan Tinjauan Fiqh Siyāsah 

terhadap Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 
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Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 dalam penanganan kasus 

kekerasan anak di dinas PPPA OKU memiliki kedudukan sebagai 

Wazir Tanfiz yang merupakan bagian  dari salah satu bentuk dari 

kekuasaan Siyasah Tanfiźiyah. 

 

Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Fiqh Siyasah, Penanganan Kasus Kekerasan Anak 
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MOTTO 

 

 

عْيُنٍ 
َ
ةَ ا تِنَا قُرَّ يّٰ ِ

زْوَاجِنَا وَذُر 
َ
نَا مِنْ ا

َ
وْنَ رَبَّنَا هَبْ ل

ُ
ذِينَْ يَقُوْل

َّ
 وَال

قِيْنَ اِمَامًا  مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
اجْعَل   ٧٤وَّ

 “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, 

anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari  

pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah  

kami sebagai pemimpin bagi orang-orang  

yang bertakwa.” 

 

(Al-Furqan/25:74) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

      Sebelum masuk pada pembahasan lebih lanjut untuk lebih 

memahami judul skripsi ini dan menghindari terjadinya 

kesalapahaman dalam penafsiran, maka diperlukan adanya 

penegasan judul. Penulis akan menjelaskan beberapa kata 

yang terdapat dalam skripsi ini. Beberapa istilah yang perlu 

diuraikan adalah sebagai berikut : 

1. Tinjauan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, 

menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian 

menarik kesimpulan.
1
 Kemudian dapat diartikan juga 

sebagai hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, 

pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari.
2
 

2. Fiqh Siyāsah adalah  bidang ilmu yang mempelajari hal-

ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk 

hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar 

ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
3
 

3. Implementasi adalah suatu tindakan-tindakan yang harus 

dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk 

untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan 

sebelum dibentuk dalam pentuk perintah atau keputusan.
4
 

4. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470. 
2 Muhammad Noval Putranto, ―Tinjauan Operasional Bagian General Affair 

Pada Pt . Kamadjaja Logistics,‖ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta 

(2020), 5. 
3 Wahyu Abdul Jafar, ―Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur‘an Dan Al-

Hadist,‖ Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (2018): 18. 
4 Oktaviani.J, ―Tinjauan Pustaka:Pengertian Implementasi,‖ Sereal Untuk 

51, no. 1 (2018): 51. 
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Pada Pasal 32 menjelaskan tentang perlindungan khusus 

anak. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk 

perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan 

kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman 

terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa 

dalam tumbuh kembangnya.
5
 

Dalam penelitian ini membahas Pasal 32, ayat (1) dan (2) 

yang mengatur tentang perlindungan khusus anak. Pada 

ayat (1) memfokuskan pembahasan pada point i.) anak 

korban kekerasan fisik dan/atau mental; dan point j.) anak 

korban kejahatan seksual.  membahas terkait dengan 

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk 

memberikan perlindungan khusus pada anak korban 

kekerasan. Dan ayat (2) yang berisi tentang upaya 

pemerintah dalam perlindungan khusus anak.  

       Berdasarkan pengertian dari pemaparan beberapa kata di 

atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dari judul 

tersebut adalah meninjau dari salah satu aspek sudut pandang 

Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan 

Daerah OKU Nomor 1 tahun 2022 yang berisi tentang 

Perlindungan Khusus Anak dalam melindungi anak korban 

kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten OKU. 

B. Latar Belakang Masalah 

     Indonesia merupakan Negara berkembang dimana seluruh 

aspek kehidupan  mengalami kemajuan. Akibat dari pengaruh 

kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan 

budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya 

berdampak bagi seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali 

kepada anak-anak.
6
  

       Anak adalah anugrah dan amanah dari tuhan, mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 

                                                           
5 Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak (2022). 
6Sumiadji Asy‘ari, ―Kekerasan Terhadap Anak,‖ Jurnal Keislaman 2, no. 2 

(2021): 178–94, https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383. 
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dan bernegara, terutama dalam suatu keluarga, karena itu 

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari 

tindak kekerasan pelakuan salah. Oleh karena itu negara 

mempunyai kewajiban menjamin terpenuhinya hak asasi 

manusia termasuk dalam hak anak.
7
 Kekerasan terhadap anak 

di Indonesia semakin kerap terjadi seiring dengan berjalannya 

waktu. Anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan kasih 

sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya 

tanpa harus dibayangi rasa trauma.  

       Menurut data pelanggaran hak anak oleh Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perlindungan 

khusus anak mencapai 2.982 kasus, dengan kasus kekerasan 

fisik atau psiskis mencapai 1.138 kasus disepanjang tahun 

2021 dan pada tahun 2022 kasus perlindungan khusus anak 

terjadi sebanyak 2.133 kasus, rata-rata terjadi 15 kasus setiap 

harinya.
8
 Dari data menunjukkan bahwa kasus kekerasan 

terhadap perlindungan pada anak masih sangat mendominasi, 

melihat disetiap tahunnya mengalami kenaikan yang 

signifikan. Dengan data fakta ini, KPAI berupaya melakukan 

program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat 

mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan 

hearing dan konsultasi pada anak dan orangtua. Dari kasus-

kasus yang terjadi yang melakukan tindakan tersebut biasanya 

adalah orang terdekat korban  

       Pelaku sebagian besar biasanya adalah teman korban, 

orang tua, tetangga, kenalan korban, oknum pendidik dan 

tenaga kependidikan di satuan pendidikan. Artinya, anak 

rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan terdekat 

                                                           
7 Ibid, 188. 
8Admin KPAI, ―Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi 

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,‖ Siaran Pers, 2022, 

https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-

proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022. 
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yang pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan 

sangat dekat.
9
 

        Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002,  Anak 

ialah seseorang atau individu yang belum mencapai usia 18 

tahun dan kekerasan secara umum dapat di definisikan 

sebagai salah satu tindakan yang dilakukan seorang individu 

terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik 

dan mental.
10

 

       Maka dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap anak 

adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu 

terhadap seoarang anak yang belum mencapai usia 18 tahun 

yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. 

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak 

seharusnya dilakukan pada seorang anak, yang dapat berupa 

makian, ejekan, jeweran dan pukulan. Kekerasan pada anak 

akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. 

       Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya 

yang dilakukan Negara demi mewujudkan terpenuhinya 

kesejahteraan anak yang dimaksud. Dalam Pasal 59 UU 

Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur 

perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, 

pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk 

memberikan perlindungan khusus kepada, anak yang 

dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi 

korban pornografi serta anak korban kejahatan seksual. 

Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir, sebab secara 

konstitusional, dalam Pasal 28 Undang–Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa anak 

                                                           
9 Putra Septo Adi, ―Implementasi Perwal Pasal 7 No.23 Tahun 2008 

Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Di (Dp3ap2kb) Kota 

Bengkulu,‖ Skripsi (2021). 
10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 
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adalah subyek dan warga negara yang berhak atas 

perlindungan dari serangan orang lain. 
11

  

      Dalam hukum Islam juga telah mengatur bagaimana 

hubungan antara manusia dengan Allah, bahkan tidak hanya 

itu tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik itu 

politik, hukum, sosial maupun budaya. Diantara aspek yang 

telah diatur oleh Allah dalam kaitannya dengan sesama 

manusia adalah pemeliharaan anak (hadanah) atau 

perlindungan anak. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 

sebagai berikut: 

وَضَػَخْهُ  رْوًا وَّ
ُ
هٗ ك مُّ

ُ
خْهُ ا

َ
سَانَ ةِيَالدَِيْهِ اِحْسَانًاۗ حَمَل

ْ
اِن
ْ
يْنَا ال وَوَصَّ

رْةَػِيْنَ 
َ
ؼَ ا

َ
هٗ وَةَل شُدَّ

َ
ؼَ ا

َ
ىٓ اِذَا ةَل ثُيْنَ شَىْرًاۗ حَتّٰ

ٰ
هٗ ثَل

ُ
هٗ وَفِصٰل

ُ
رْوًاۗ وَحَمْل

ُ
ك

ى سَ 
ٰ
يَّ وَعَل

َ
نْػَمْجَ عَل

َ
تِيْٓ ا

َّ
رَ نِػْمَخَكَ ال

ُ
شْك

َ
نْ ا

َ
وْزِغْنِيْٓ ا

َ
 رَب ِ ا

َ
نَثًًۙ كَال

يْكَ 
َ
يْ حُبْجُ اِل ِ

ۗ اِن  تِيْ يَّ ِ
صْلِحْ لِيْ فِيْ ذُر 

َ
 صَالِحًا حَرْضٰىهُ وَا

َ
غْمَل

َ
نْ ا

َ
وَالدَِيَّ وَا

مُسْلِمِيْنَ 
ْ
يْ مِنَ ال ِ

  ١٥وَاِن 
 

 “Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah 

(pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga 

puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya 

mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai 

Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri 

nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan 

kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau 

ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada 

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”(Q.S.Al-

Ahqaf : 15) 

                                                           
11 Eka Pentiernitasari and Delfi Eliza, ―Upaya Pencegahan Perlakuan Yang 

Salah Terhadap Anak (Child Abuse),‖ Jurnal Pendidikan Tambusai 5, no. 3 (2021): 

9541–46. 
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Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, 

seharusnya melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang 

sungguh-sungguh terhadap anak, karena anak merupakan aset 

terbesar yang akan menentukan kualitas generasi di masa 

mendatang. Karena pertimbangan itulah, Islam sangat 

menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak. 

Kasus kekerasan terhadap kekerasan anak di bawah umur 

masih kerap terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 

meskipun sudah ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) yang bertanggungjawab dan 

berwenang untuk menangani. Bentuk kekerasan terhadap anak 

yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu menyebabkan 

anak tidak mendapatkan kebebasan dalam pemenuhan hak-

hak nya, maka dari pada itu pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2022 tentang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, dalam pasal 32, ayat 1 dan 2  yang 

mengatur tentang perlindungan khusus anak yang 

mengemukakan bahwa:
12

 

 (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus 

kepada anak korban kekerasan yang meliputi:  a. anak dalam 

situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; c. 

anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. anak yang 

tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 

psikotropika, dan zat adiktif; f. anak yang menjadi korban 

pornografi; g. anak dengan HIV/AIDS; h. anak korban 

penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. anak korban 

kekerasan fisik dan/atau mental; j. anak korban kejahatan 

seksual; k. anak korban jaringan terorisme; l. anak 

penyandang disabilitas; m. anak korban perlakuan salah dan 

penelantaran; n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; 

                                                           
12Peraturan Daerah Oku Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak.  
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dan o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan 

terkait dengan kondisi orang tuanya.  

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui 

upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan 

dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta 

pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. 

pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai 

pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang 

berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan d. pemberian 

perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.  

Namun kasus kekerasan pada anak masih cukup tinggi, 

menurut dinas PPPA OKU tercatat pada tahun 2021 kasus 

kekerasan mencapai 40 kasus, sedangkan pada tahun 2022 

sebanyak 20 kasus. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Anak, 

yang menyebabkan para orang tua dan anak yang mengalami 

kekerasan tersebut dan membiarkan hal tersebut begitu saja. 

Oleh sebab itulah, Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dan 

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan 

mengangkat judul penelitian: ―Tinjauan Fiqh Siyāsah 

Terhadap Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan 

Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Ogan Komering Ulu)‖ 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan lebih terarah, 

berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka fokus 

dan sub fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada 

Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Pasal 32 

Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 

2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu.  

2. Sub Fokus Penelitian 

Adapun Sub-Fokus dalam penelitian ini adalah 

tentang Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor  Tahun 2022 

Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu) 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Implementasi pasal 32 Peraturan Daerah 

OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus 

kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak OKU? 

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi 

pasal 32 Peraturan Daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 

terhadap penanganan kasus kekerasan anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OKU? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 32 peraturan 

daerah OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan 

kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak OKU 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap 

Implementasi pasal 32 peraturan daerah OKU Nomor 1 

Tahun 2022 terhadap penanganan kasus kekerasan anak 

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak OKU 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

baik dalam penulisannya, ditinjau dari aspek teoritik maupun 

praktis sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, Penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh 

Siyāsah terhadap Implementasi pasal 32 peraturan daerah 

OKU Nomor 1 Tahun 2022 terhadap penanganan kasus 

kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak OKU ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca 

terkhusus bagi penulis sendiri. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi atau pengetahuan 

bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan masyarakat 

umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

      Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan bagi 

masyarakat umum yang dijadikan rujukan terhadap 

persoalan hukum bagi mahasiswa dan serta memenuhi 

salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun beberapa dari penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam melakukan 

penelitian ini diantaranya seperti: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Satria Adha Prodi Hukum Tata 

Negara/Siyasah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul: Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 

Penyelenggaraan perlindungan Anak (Studi di Dp3appkb 

Provinsi Bengkulu). Fokus dalam penelitian ini adalah 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi 

Bengkulu serta Tinjauan Hukum Islam terhadap 

penyelenggaraan peraturan daerah tersebut. Metode yang 



10 

 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research).
13

  

Salah satu kebijakan yang diupayakan untuk 

melindungi hak-hak anak yaitu melalui pengembangan 

salah satu kebijakan program Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-

PA) yaitu program kota layak anak, agar bebas dari 

pekerja dan kekerasan terhadap anak, program tersebut 

dibentuk sebagai bentuk sebagai upaya melindungi hak-

hak anak. Hukum Islam memberikan hak-hak dasar 

terhadap hak-hak perlindungan anak yang merupakan 

persoalan mendesak untuk didiskusikan. Mengingat 

beberapa tahun seringkali disuguhi berbagai berita dan 

informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap 

anak yang dilakukan sebagian orang yang seharusnya 

bertanggung jawab melindungi hak anak. Hal ini tentu 

menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap 

anak, meskipun adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 

2014 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. 

Dalam hal penyelenggaraan perlindungaan anak oleh 

DP3APPKB Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik 

salah satunya terkait pendampingan korban kekerasan 

terhadap anak, dengan mewujudkan keadilan begi anak 

diantaranya: Pemenuhan hak anak yang berhadapan 

dengan hukum, Pemenuhan hak mendapatkan 

perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, 

merumuskan kebijakan kordinasi sinkronisasi sosialisasi 

fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan 

pemenuhan hak anak,dan memberikan pelayanan.Dan 

menurut hukum islam, sudah berjalan sesuai dengan 

syariat islam. 

                                                           
13 Satria Adha Utama, ―Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi 

Bengkulu)‖ (2021). 
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Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas 

tentang implementasi peraturan daerah tentang 

perlindungan anak dan sama-sama menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research), sedangkan 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak 

menggunakan teori Fiqh Siyāsah yang digunakan peneliti 

terdahulu adalah Peraturan Daerah Bengkulu Nomor 5 

tahun 2018. 

2. Skripsi yang di tulis oleh T. Afanin Syifa, Prodi Ilmu 

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

Medan tahun 2022 dengan judul: Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Pelayanan 

Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam rangka pelayanan 

Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Penelitian 

ini menggunakan metode deskriptif analisis data 

kualitatif.
14

  

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengurangi 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan khusus anak 

yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di 

Kota Medan. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2019 dalam Pelayanan Pengaduan Di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , 

secara keseluruhan variabel yang diteliti memiliki 

peranan yang sangat penting dengan variabel pendukung 

lainnya. Baik itu variabel program, penerapan, 

perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelayanan, jenis 

pelayanan, standar pelayanan. Jika dilihat dari aspek 

program, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

                                                           
14 T.Afanin Syifa Aprilia, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, 2022. 
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Perlindungan Anak telah membuat program besar untuk 

menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019.  

Dari aspek penerapan, program yang telah dibuat 

diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dengan membuat UPTD. P2TP2A 

untuk memudahkan korban atau masyarakat melapor ke 

pihak dinas. Dari aspek perencanaan, disini perencanaan 

yang sedang dibuat jangka panjang oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu 

membuat pengaduan berbasis online menggunakan 

aplikasi yang bisa di input oleh masyarakat dengan 

mendownload apikasi di handphone (HP) android. Jadi 

dalam perencanaan ini masyarakat akan lebih mudah 

untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami. 

Aspek pengaduan, aspek pengaduan di UPTD.P2TP2A 

ini menggunakan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan. Aspek pengaduan berjalan sesuai alur yang 

sudah ditetapkan dan akan mendapat pelayanan 

semaksimal mungkin dari UPTD.P2TP2A. 

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang Implementasi 

Peraturan Daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Sedangkan Perbedaannya adalah 

penelitian terdahulu membahas tentang Pelayanan 

Pengaduan dan Penulis membahas tentang penanganan 

kasus kekerasan anak melalui Peraturan Daerah yang di 

tinjau dari aspek Fiqh Siyāsah . 

3. Skripsi yang ditulis oleh Rima Riswana, Program Studi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 

Tahun 2015 tentang perlindungan Perempuan dan Anak 

Korban Kekerasan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi 

di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan pelaksanaan peraturan Implementasi Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang 
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Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di 

lembaga di Women Crisis Center Dian Mutiara Malang.
15

  

Dalam penyelenggaraan perlindungan bagi 

perempuan korban kekerasan secara garis besar 

diwujudkan melalui dua cara yaitu advokasi dan 

pelayanan. Advokasi dilakukan ketika terjadi hambatan 

saat perempuan korban kekerasan mengakses hak-hak 

yang harus didapatkan. Dan pelayanan yang dilakukan 

ada tiga yakni pencegahan, penjagaan, dan penanganan. 

Implementasi yang dilakukan oleh Women Crisis Center 

Dian Mutiara Malang telah sesuai dengan peraturan yang 

ada dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 

Tahun 2015. Terutama pada Pasal 25 yang mengatur 

mengenai pelayanan yang diberikan bagi korban 

kekerasan. Penyelenggaraan perlindungan di Kota 

Malang juga telah memenuhi aspek syarat  maslahah 

yang dalam peraturan daerah tersebut berpotensi 

menimbulkan lebih banyak mashlahat daripada 

mudharatnya. 

Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan 

peraturan, sedangkan perbedaannya adalah penulis 

menggunakan aspek Fiqh Siyāsah dan membahas tentang 

anak korban kekerasan sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan Perspektif Maslahah Mursalah dan 

membahas tentang perempuan korban kekerasan. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Wiwied Widya Ningtyas, Prodi 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2019 yang 

berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan 

Anak, berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah 

                                                           
15 Rima Riswana, ―Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 

Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 

Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di Women Crisis Center Dian Mutiara 

Malang).,‖ Jurnal UIN Malang 8 (2019): 55, http://etheses.uin-

malang.ac.id/cgi/stats/report. 
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Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

Anak di Kabupaten Boyolali. Peraturan daerah ini 

bertujuan agar memberikan kepastian hukum terhadap 

perlindungan anak di kabupaten Boyolali agar kekerasan, 

bulliying, diskriminasi pada anak terminimalisir.
16

  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perlindungan 

anak diatur pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 

perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi 

Konvensi Hak-hak Anak. pemerintah daerah membuat 

peraturan daerahnya salah satunya di Kabupaten Boyolali 

yakni Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan 

daerah tersebut mengatur tentang tentang hak dan 

kewajiban anak; kewajiban dan tanggung jawab; 

penyelenggara perlindungan anak; peran serta 

masyarakat; forum partisipasi anak; gugs tugas daerah 

layak anak; larangan; pembinaan dan pengawasan; sanksi 

administrasi; ketentuan penyidikan, pidana dan penutup. 

berdasarkan klaster – klaster yang telah di tetapkan 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dan 

data yang diperoleh penulis dari Dinas Pengendalian 

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) 

kabupaten Boyolali dapat disimpulkan bahwa penerapan 

indikator kota atau kabupaten layak anak sesuai Perda 

Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Anak. 

                                                           
16 Ningtyas, ―Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

14 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak‖ 3, no. 1 (2019): 114–24, 

http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/75904. 
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Persamaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang implementasi 

peraturan daerah dan perlindungan anak, sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak 

membahas tentang  aspek  Fiqh Siyāsah . 

5. Jurnal yang ditulis oleh M Syukri Albani, UIN Sumater 

Utara, pada Tahun 2019 dengan judul UU Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari 

Maqashid Syari‘ah Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan 

Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan 

(field reaserch). Perlindungan hukum bagi anak dapat 

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai 

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 

anak dan keselamatan hidup seorang anak.   

      Penulis berpandangan bahwa seorang anak dibawah 

umur yang dipaksa untuk menikah dini oleh orang tuanya 

tanpa persetujuan sang anak maka itu merupakan salah 

satu bentuk pelanggaran hak asasi anak serta tidak ada 

upaya perlindungan untuk kebebasan memilih bagi anak, 

karena pada usia yang dini tersebut anak mempunyai hak 

untuk bermain dengan teman-teman sebayanya serta hak 

untuk mendapatkan pendidikan. 
17

 

     Persamaan dari penelitian ini dengan yang dilakukan 

penulis adalah sama-sama membahas tentang 

perlindungan anak dan metode yang digunakan sama-

sama metode penelitian lapangan (field reaserch). 

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak 

menggunakan Tinjauan Fiqh Siyāsah dan penelitian ini 

juga lebih memfokuskan pada kekerasan yang terjadi 

pada anak yang di implementasikan melalui peraturan 

daerah. 

                                                           
17 Syukri Albani Nasution, ―UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak Ditinjau Dari Maqashid Syari‘ah Terhadap Kekerasan Yang 

Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus Di Kabupaten Sibolga),‖ Jurnal Syari‟ah Dan 

Hukum Vol.17, no. 1: 6, http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/8942. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan 

menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja 

ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, 

mengolah, melakukan analisis data dan mengambil 

kesimpulan. Metode penelitian juga membicarakan 

mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.
18

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengangkat data yang ada di lapangan atau suatu 

tempat yang dipilih sebagai objek penelitian.
19

 Yang 

jadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

b. Sifat Penelitian 

Penilitian ini bersifat deskriptif analitik yang 

dimaksud dengan penelitian deskriptif analitik yaitu, 

menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan gejala-

gejala atau kelompok, dengan mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku dalam masyarakata serta situasi-situasi 

termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, 

sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-

proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-

pengaruh suatu fenomena.
20

 Yaitu dengan 

mengetahui proses-proses yang terjadi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

                                                           
18Soewadji Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana 

Media, 2012). 
19J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakterisitik Dan 

Keunggulanya (Jakarta: Grasindo, 2008), 32. 
20 Sugiarto, Metodology Penelitian Bisnis (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2017), 178. 



17 

 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi 

dua yaitu sumber data primer dan  data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diterima dan 

diperoleh langsung dari objek yang diteliti.
21

 Dan 

pada pertanyaan (interview) terhadap narasumber 

yang  memahami persoalan ini.
22

 Data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

b.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. 

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa 

dokumen, yaitu menggunakan makalah, jurnal, kamus 

hukum, buku dan karya ilmiah lainya.
23

  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan 

objek yang diteliti. populasi adalah sekelompok 

orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek 

penelitian, atau dalam bahasa sederhananya adalah 

keseluruhan subyek penelitian studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi.
24

 Dalam 

skripsi ini populasinya adalah berjumlah 103 orang 

yang terdiri dari 71 kasus (jumlah seluruh kasus di 

tahun 2021 dan 2022) dan 32 Pegawai Dinas PPPA. 

 

 

 

                                                           
21 Muhammad Pabundu, Metodology Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Askara, 

2006), 57. 
22 Susiadi, Metodelogi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 98. 
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 58. 
24 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2010), 147.   
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b. Sampel  

adalah himpunan bagian dari suatu populasi
25

. 

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling yang merupakan metode 

penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria dalam penelitian ini adalah anak yang 

menjadi korban kekerasan seksual dan anak korban 

kejahatan fisik/mental serta kepegawaian yang 

bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Ogan Komering Ulu, Untuk 

memperoleh sampel yang representative dengan 

menggunakan penilaian yang tepat. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 8 orang antara lain:  

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Kepala UPTD, Bidang 

Pencegahan, Penanganan Kekerasan dan 

Perlindungan anak, dan anak korban kekerasan (4 

orang) 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

penulis menggunakan teknik observasi. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi, digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.
26

 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

OKU. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah metode yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna 

mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan 

                                                           
25 Sugiarto, Metodology Penelitian Bisnis (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 

2017), 41. 
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 41.  
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dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber 

atau responden mengenai objek yang diteliti untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan 

metode tanya jawab.
27

  

Pada penelitian ini wawancara ditunjukan 

kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten OKU, Sub Bagian 

Program, Bidang Pencegahan, Penanganan 

Kekerasan dan Perlindungan anak, dan anak korban 

kekerasan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang-undang 

atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari 

perpustakaan maupun media online.
28

  

5. Metode Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk 

mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam 

pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk 

mengoreksi suatu data yang sudah benar atau 

relevan dengan data penelitian dilapangan. 

b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai 

dengan jenis dan penggolongannya setelah 

diadakannya pengecekan editing. 

c. Sistemasi data, yaitu melakukan pengecekan 

terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah 

diperoleh Penulis secara sistematis, terarah dan 

berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.
29

 

6. Analisis Data 

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian 

dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematik data yang 

                                                           
27Ibid, 57. 

28 Ibid, 62. 
29 Ibid, 60. 
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diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil 

catatan lapangan dan wawancara secara langsung 

 Kemudian disesuaikan dengan aturan yang ada 

secara sistematis sehingga dapat mudah dipahami. 

Penelitian ini dilakukan secara metode deskrptif  

kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif 

yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan 

yang bersifat khusus, sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan atau fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam memudahkan penulisan dan pembahasan 

pada Skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematis 

yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, mencakup uraian tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Landasan Teori, memuat uraian tentang 

pengertian Fiqh Siyāsah , dasar hukum Fiqh Siyāsah , ruang 

lingkup Fiqh Siyāsah , kedudukan Fiqh Siyāsah , pengertian 

Siyāsah Tanfiźiyah, ruang lingkup Siyasah Tanfiźiyah, 

Perlindungan anak korban kekerasan menurut Siyasah 

Tanfiźiyah, anak dalam perspektif Islam, perlindungan anak 

dan kekerasan anak dalam perspektif Islam, Maqāşid 

Syarīah,  Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Bab III: Deskripsi Objek Penelitian, memuat uraian 

tentang profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dan 

Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu 

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu 
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Bab IV: Analisis Penelitian, memuat uraian tentang 

Analisis Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam 

Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Ogan Komering Ulu, dan Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap 

Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Dalam Penanganan 

Kasus kekerasan Pada Anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan 

Komering Ulu 

Bab V: Kesimpulan, memuat uraian tentang hasil 

dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta 

rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyāsah  

1. Pengertian Fiqh Siyāsah  

Fiqh Siyāsah ( ) merupakan tarkib idhafi 

atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu kata 

fiqih ( ا ) dan al-siyâsî atau siyāsah ( ) Secara 

etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan 

kata faqiha-yafqahu-fiqihan(   فقِهَ يفقَه ) yang bermakna 

pemahaman.
30

 Sedangkan Siyasah berasal kata Sasa ( ساس

–يسوس  – سياسة   ) yang berarti mengatur, mengurus, dan 

memerintah.
31

 Menurut Abdul Wahhab Khallaf arti kata 

siyāsah adalah mengatur.
32

 

Secara terminologi, Fikih berarti pemahaman yang 

mendalam dan bersifat akurat sehingga dapat memahami 

tujuan ucapan atau tindakan tertentu. 

Fiqh secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:  

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara‟ 

amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara 

terperinci”
33

 dengan kata lain yakni pengetahuan 

mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari 

alquran dan sunnah. Fiqh lebih populer didefinisikan 

sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara‘ yang bersifat 

                                                           
 30 Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami Fiqh Siyasah, Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 4.  

 31 Ibnu Manzhur, Lisan Al-Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 108. 

 32 Abd al-Wahhab Khallaf, Al-Siyasat Al-Syar‟iyat, 1977, 35. 

 33 Wahbah Al-Zuhayli, Ushul Al-Fiqih Al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 

2001), 19. 
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perbuatan amaliah yang dipahami dari dalil- dalil 

terperinci. 

Siyāsah juga bisa berarti pemerintahan dan politik, 

atau membuat kebijaksanaan. Siyāsah secara terminologis 

dalam lisan al-Arab, berarti mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara yang membawa kepada 

kemaslahatan.
34

 Allah SWT berfirman : 

مْ ةَيْنَ النَّاسِ 
ُ
رْضِ فَاحْك

َ
ا
ْ
نٰكَ خَلِيْفَثً فِى ال

ْ
ا يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَػَل

َ
ِ وَل

حَق 
ْ
ةِال

يْنَ غَنْ سَبِيْلِ 
ُّ
ذِينَْ يَضِل

َّ
ۗ اِنَّ ال ِ كَ غَنْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ

َّ
ىَيٰى فَيُضِل

ْ
تِعِ ال حَتَّ

سَابِ  حِ
ْ
سُيْا يَيْمَ ال

َ
ىُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ةِۢمَا ن

َ
ِ ل   ٢٦ࣖ  اللّّٰٰ

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu 

khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah 

mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau 

dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 

dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena 

mereka melupakan hari Perhitungan.” (Q.S. Sad :26) 

 

Sedangkan menurut Ibnu Akil Siyasah adalah sesuatu 

tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat 

dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Dalam 

pengertian lain ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari 

hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara 

dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang 

dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan 

dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Fiqh Siyāsah adalah ilmu tata negara Islam yang secara 

spesifik membahas tentang segala bentuk pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara 

                                                           
34 Wahbah Al-Zuhayli, “Ushul Fiqh” Kuliyat Da‟wah Al Islami (Jakarta: 

Radar Jaya Pratama, 1997),15. 
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pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan 

kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 

ajaran Islam, untuk mewujudkan kemashlahatan dan 

menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Dasar Hukum Fiqh Siyāsah  

a. Al-Qur’an  

Al-Qur‘an adalah kumpulan wahyu Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan 

termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya 

adalah betul-betul dari Allah Swt). Wahyu tersebut 

diterima Allah Nabi Muhammad Saw., dari Allah 

melalui malaikat Jibril. Al-Qur‘an dapat dibuktikan 

dari kehati-hatian para sahabat Nabi yang disimpan 

sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Sebelum 

dibukukan, Ayat-ayat al- Qur‘an berada dalam 

rekaman ketelitian para sahabat, baik melalui hafalan 

yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat 

yang terpisah. Al-Qur‘an di sebar luaskan secara 

periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin 

bersekongkol untuk berdusta.
35  

Al-Qur‘an sudah dapat dipastikan sebagai 

kitab suci yang mutawatir. Karena sejak awal masa 

kenabian ia telah menjadi fokus utama Nabi 

Muhammad Saw beserta para sahabat. Mereka 

mencatat, menghafal, mengajarkan, dan 

mempraktikkan ajaran al-Qur‘an. Dari generasi ke 

genarsi al-Qur‘an terus diajarkan dan dihafal sehingga 

tidak ada sejarawan yang menyangkal keotentikannya. 

 Dalam Al-Qur‘an dasar hukum Fiqh Siyāsah 

dijelaskan dalam Al-Qur‘an surah An-Nisa ayat 59:  

                                                           
35 Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), 33. 
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ى ي ولِ
ُ
 وَا

َ
سُيْل طِيْػُيا الرَّ

َ
َ وَا طِيْػُيا اللّّٰٰ

َ
مَنُيْٓا ا

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
ا

سُيْلِ  ِ وَالرَّ ى اللّّٰٰ
َ
وْهُ اِل مْْۚ فَاِنْ تَنَازَغْخُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّ

ُ
مْرِ مِنْك

َ
ا
ْ
ال

نْخُمْ 
ُ
حْسَنُ اِنْ ك

َ
ا خِرِۗ ذٰلِكَ خَيْدٌ وَّ

ٰ
ا
ْ
يَيْمِ ال

ْ
ِ وَال حُؤْمِنُيْنَ ةِاللّّٰٰ

ا 
ً
وِيْل

ْ
  ٥٩ࣖ حَأ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri 

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah 

kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika 

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang 

demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus 

akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (An-Nisa'/4:59) 

 

b. Al-Hadis 

Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-

Qur‘an. Secara etimologi, Hadis berarti tata cara. 

Menurut pendangan kitab lisan Al-Arab (mengutip 

pendapat syammar) Hadis pada mulanya berarti cara 

atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu 

kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. 

Menurut ahli usul fiqh. Hadis adalah sabda Nabi 

Muhammad Saw., yang berasal dari Al-Qur‘an, 

pekerjan atau ketetapannya. 

  Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin 

Malik Rasulullah Shallallahu‘Alaihi Wasallam, beliau 

bersabda: 
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“Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 

mencintai kamu dan kamu mencintainya, mendo‟akan 

kamu dan kamu mendo‟akan mereka, sedangkan 

pemimpin yang jelek adalah pemimpin yang kamu 

benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat 

mereka dan mereka melaknat kamu.” (HR. Muslim).
36

 

 

Hadis sering disebut sebagai cara beramal dalam 

agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi 

Muhammad. Ada beberapa Fungsi Hadist.
37

 

a) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum 

yang tersebut dalam Al-Qur‟an atau disebut 

ta‘kid dan takrir.  

b) Memberikan penjelasan terhadap apa yang 

dimaksud dalam Al-Qur‘an dalam hal 

menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-

apa yang ada dalam Al-Qur‘an disebutkan dalam 

garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-

Qur‘an dijelaskan secara umum, serta 

memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur‘an.  

c) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas 

terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari 

Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam 

tetap elastis dan dinamis sesuai dengan 

perkembangan jaman. 

 

                                                           
36Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqi, Sunan Al-

Baihaqi Al-Kubra, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994). 

   37 M.M Azimi, Hadits Narbawwi Dan Sejarah Kodifikasinya (Pejetan Barat: 

Pustaka Firdaus, 2000), 13. 
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c. Ijtihad 

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-

sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak 

ada ketetapannya, baik dalam Al-Qur‘an maupun 

Hadis, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat 

dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara 

menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. 

Hasil dari ijtihad ini kemudian dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum yang ketiga. 
38

 

Sebagaimana dialog nabi Muhammad Saw. 

dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika 

Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi Saw, bertanya 

kepada Muadz, ―bagaimana kamu akan menetapkan 

hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang 

memerlukan penetapan hukum?‖ Muadz menjawab, 

―Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur‘an, 

Rasul bertanya lagi, ―Seandainya tidak ditemukan 

ketetapannya di dalam Al-Qur‘an‖ Muadz menjawab, 

―Saya akan tetapkan dengan Hadis‖. Rasul bertanya 

lagi, ―seandainya tidak engkau temukan ketetapannya 

dalam Al-Qur‘an dan Hadits‖, Muadz menjawab, 

―saya akan berIjtihad dengan pendapat saya sendiri‖ 

kemudian, Rasulullah Saw., menepuk-nepukkan bahu 

Muadz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai 

Muadz ini menajdikan Ijtihad sebagai dalil dalam 

menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur‘an dan 

hadits. 

d. Qiyas  

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu 

kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian 

lain yang sudah ada hukumnya karena antara 

keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-

sebabnya.
39

 Contohnya, mengharamkan minuman 

keras. Haramnya minuman keras ini di Qiyaskan 

                                                           
38 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Dalam 

Fikih Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 15. 
39 Ibid. 
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dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur‘an karena 

antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), 

yaitu sama-sama memabukkan. Walaupun bir tidak 

ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur‘an atau hadits 

tetap diharamkan karena mengandung persamaan 

dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur‘an.  

Sebelum mengambil keputusan dengan 

menggunakan Qiyas maka ada baiknya mengetahui 

Rukun Qiyas, yaitu: Dasar (dalil), masalah yang akan 

di Qiyaskan, hukum yang terdapat pada dalil, 

kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang 

di Qiyaskan. 

 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah  

Dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih 

Siyāsah (Siyāsah Syar'iyyah) para ulama berbeda pendapat 

terhadap hal ini diantaranya ada yang menetapkan lima 

bidang, namun ada pula yang menetapkannya kepada 

empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian 

ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fiqh Siyāsah 

menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua 

sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat 

teknis.
40

 Ibnu Taimiyah dalam pandangannya meringkas 

bidang kajian Fiqh Siyāsah menjadi empat bagian yaitu: 

Peradilan, Administrasi Negara, Moneter serta Hubungan 

Internasional. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf 

di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar‟iyyah 

lebih mempersempit bidang kajiannya menjadi tiga saja 

yaitu: Peradilan, Hubungan Internasional, Keuangan 

Negara.
41

  

Berbeda dengan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy 

sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad 

Iqbal, membagi ruang lingkup Fiqh Siyāsah menjadi 

delapan bidang, yaitu: Kebijaksanaan tentang peraturan 

                                                           
40Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Kencana, 2016), 13.  
41Ibid, 14.  
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perundang-undangan (Siyāsah Dusturiyyah Syar‟iyyah), 

Kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyāsah 

Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah), Kebijaksanaan peradilan 

(Siyāsah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah), Kebijaksanaan 

ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâliyyah Syar‟iyyah), 

Kebijaksanaan administrasi negara (Siyāsah Idariyyah 

Syar‟iyyah), Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau 

internasional (Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijiyyah 

Syar‟iyyah), Politik pelaksanaan undang-undang (Siyāsah 

Tanfîdziyyah Syar‟iyyah), Politik peperangan (Siyāsah 

Harbiyyah Syar‟iyyah).
42

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian 

Fiqh Siyāsah (Siyāsah Syar‟iyyah) mencakup : 

Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siyāsah Dusturiyyah), Ekonomi dan moneter 

(Siyāsah Mâliyyah), Peradilan (Siyāsah Qadha`iyyah), 

Hukum perang (Siyāsah Harbiyyah), Administrasi negara 

(Siyāsah `Idariyyah).
43

 

Berkenaan dengan perbedaan pendapat di atas, 

pembagian Fiqh Siyāsah dapat disederhanakan menjadi 

tiga bagian yaitu:  

a. Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antar 

negara dengan lembaga negara yang satu dengan 

warga negara dan lembaga negara yang lain dalam 

batas-batas administratif suatu negara.  

b. Siyasah Dauliyyah, yang mengatur antara warga 

negara dengan lembaga negara dari negara yang satu 

dengan warga negara dan lembaga negara dari negara 

lain. 

c. Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, 

pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.
44

 

Bidang-bidang Siyāsah Syar‟iyyah bukan harga mati 

yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyāsah 

Syar‟iyyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam 

                                                           
42 Ibid, 21. 
43 Ibid, 16. 
44 Ibid, 22. 
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dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang 

memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan 

Siyāsah Syar‟iyyah itu antara lain perbedaaan orientasi 

politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan 

sejarah perkebangan Islam itu sendiri di negara masing-

masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang 

mengatur ruang lingkup sari Siyāsah Syar‟iyyah.
45

 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang 

kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari‗at. 

Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut 

Siyāsah Wad‟iyah (sumber-sumber hukum Islam yang 

tidak berasal dari wahyu). Namun siyāsah wad‘iyyah harus 

tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau 

ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat 

wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai Siyāsah Syar‟iyyah dan tidak 

boleh diikuti, Sebaliknya, kalau sesuai semangat 

kemaslahatan dan jiwa syar‗iat maka kebijakan dan 

peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh 

penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. 

4. Kedudukan Fiqh Siyāsah  

Berdasarkan pembahasan pengertian Fiqh Siyāsah 

(Siyāsah Syar'iyyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk 

diketahui Hukum Islam secara sistematis. Dengan 

diketahui sistematika Hukum Islam, maka dapatlah 

difahami kedudukan Fiqih Siyāsah di dalam sistematika 

Hukum Islam. Secara umum hukum Islam dapat dibagi 

dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur 

hubungan manusia kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum 

yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam 

masalah-masalah keduniaan secara umum (mu‟amalah).
46

 

                                                           
45Yusdani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran 

(Yogyakarta: Amara Books, 2011), 34. 
46 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: 

FH UII Press, 2007), 21. 
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Secara khusus bagian ini berkaitan dengan persoalan-

persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang 

piutang perkawinan (munakahat), pidana (Jinayah) dan 

hukum. Dalam kegiatan muamalah yang berarti bahwa 

saling menjalin hubungan antar sesama manusia 

membutuhkan landasan atau dasar untuk memulainya. 

 Sedangkan T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi 

Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian 

utama, yaitu: Pertama, berkaitan dengan masalah ibadah. 

Kedua, berkaitan dengan keluarga. Ketiga, berkaitan 

dengan perbuatan manusia dalam hubungan mereka 

dengan manusia lainnya. Keempat, berkaitan dengan 

perang damai dan jihad. Kelima, berkaitan dengan hukum 

acara di peradilan (munafa‟ah). Keenam, berkaitan dengan 

akhlak. Dari sistematika ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Fiqh Siyāsah memegang peranan dan kedudukan 

penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa 

berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam.
47

 

Fiqh Siyāsah mempunyai kedudukan dan posisi yang 

penting dalam masyarakat Islam. Fiqh Siyāsah atau 

Siyāsah Syar'iyyah berarti politik menurut ajaran syari‗at. 

Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam 

ajaran Islam. Siyāsah Syar'iyyah atau Fiqh Siyāsah lebih 

terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima 

perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi 

dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap 

Siyāsah Syar'iyyah.  

Pemerintah membutuhkan Siyāsah Syar'iyyah. Fiqh 

Siyāsah (Siyāsah Syar'iyyah) juga dapat menjamin umat 

Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh 

Siyāsah dapat diibarakan sebagai akar sebuah pohon yang 

menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga 

                                                           
47 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, Pengantar Hukum Islam 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30. 
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menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat 

Islam.
48

 

 

B. Siyāsah Tanfiźiyah 

1. Pengertian Siyāsah Tanfiźiyah 

Siyāsah Tanfiźiyah mempunyai arti politik pelaksana. 

Menurut al-Maududi, Tanfiźiyah merupakan lembaga 

eksekutif dalam Islam. Dipimpin oleh seorang Amir atau 

Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk 

lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga 

legislatif, dan yudikatif. Tugas Al-Sulthah Tanfiźiyah 

adalah melaksanakan undang-undang.
49

Di sini negara 

memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan 

kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri 

maupun yang menyangkut dalam hubungan sesama negara 

(hubungan internasional).
50

 Pelaksanaan tertinggi 

kekuasaannya dalam pemerintah (kepala negara) dibantu 

oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi 

yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam 

lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang 

tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran 

Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga 

harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.
51

 

Siyāsah Tanfiźiyah merupakan bagian Fiqh Siyāsah 

yang membahas masalah perundang-undangan negara. 

Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep 

                                                           
48 Ibid, 32. 
49 Abul A`la al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Penerbit Mizan, 

1975), 247. 
50 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenada Media, 2014), 62. 
51 Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, ―Problematika 

Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman 

Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,‖ Jurnal As-Siyasi, Vol. 2 No.2 

(2022): 146, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi. 
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konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah 

lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 

legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), 

lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar 

penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan 

dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.
52

 

Permasalahan di dalam Fiqh Siyāsah Tanfiźiyah 

adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 

rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan 

yang ada di dalam masyarakatnya. Sumber material adalah 

hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-

undang dasar.
53

 Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah 

pensyari‗atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, 

yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
54

 Sejatinya 

syariat Islam itu dibangun atas dasar maslahah yang 

diperuntukkan bagi kehidupan manusia sebagai hamba-

Nya, baik menyangkut urusan duniawinya maupun urusan 

akhiratnya.
55

 

Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan 

maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan 

kemaslahatan (keadilan).
56

 Hukum-hukum yang berlaku 

                                                           
52 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieq, Pengantar Hukum Islam 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 36. 
53 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28. 
54 Jayusman,  Hidayat Rahmat, Fahimah Iim, ―Kewarisan Anak Yang Beda 

Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari‗Ah,‖ Ijtima'iyya Volume 13 nomor 2 (2020): 

161–814, https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index. 
55 Jayusman et al, ―Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan 

Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirjJen Bimas Islam Nomor: 

P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,‖ El-

Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 3 No.2 (2022): 

39–55, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525. 
56 Jayusman et al, ―Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta 

Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia 

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),‖ Ijtimaiyya: 

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 13 No. 1 (2020): 1–20, 

https://doi.org/http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index. 



35 

 

bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan 

oleh syari‗at Islam (menjadi bagian dari syari‗at Islam itu 

sendiri) berdasarkan dalil syara‗.
57

  

Maka kita selaku umat Islamlah yang kemudian harus 

menggali hikmah-hikmah yang terkandung dibalik perintah 

tersebut. Semua hal yang baik menurut akal idealnya 

selaras dengan tujuan syariah.
58

 Itulah (ketetapan) agama 

yang lurus, sistem menetapkan menjadi syariat agama 

Allah. Islam merupakan ajaran agama yang senantiasa 

mengajak umatnya dalam berbuat kebaikan.
59

 

2. Ruang Lingkup Siyāsah Tanfiźiyah  

Persoalan Siyāsah Tanfiźiyah  umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil 

kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur‘an maupun Hadis, maqosidu 

syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 

masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi 

unsur utama di dalam mengubah masyarakat. Kedua, 

aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi 

dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, 

meskipun tidak seluruhnya.
60

 

Dalam Islam, kekuasaan bidang Siyāsah Tanfiźiyah  

atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu, 

Imamah, Khalifah, Amir, dan Wazir. Secara keseluruhan 

bentuk-bentuk tersebut dimaknai sebagai pemimpin yang 

mengurus segala persoalan di daerahnya baik dalam aspek 

pemerintahan ataupun urusan dunia lainnya. Bentuk-

bentuk kekuasaan itu yaitu: 
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a. Imamah/Imam 

Dalam Fiqh Siyāsah , kata Imamah biasanya 

diidentifikasikan dengan Khilafah. Memiliki arti yang 

sama antara kedunya yang berarti kepemimpinan 

tertinggi dalam negara islam. Istilah Imamah banyak 

digunakan oleh kalangan Syi‟ah, sedangkan istilah 

Khilafah lebih populer penggunaannya dalam 

masyarakat Sunni. 

Konsep Imamah berasal dari kata umat, jamaknya 

umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam 

bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Dari akar 

kata itulah muncul perkataan imamah. Jadi, Imam 

berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata 

Imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti 

kesucian hidup, dan Imam adalah orang yang 

mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. 

Imamah dijadikan sebagai suatu lembaga politik yang 

memiliki keutamaan tugas dalam melindungi agama 

dan mengatur dunia yang merupakan bagian dari 

menjalankan fungsi kenabian.
61

 

b. Khalifah 

Khalifah dalam terminologi politik Islam ialah 

sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem 

pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya 

yang berdasarkan al-Qur‘an dan sunnah Rasulullah 

saw. Arti kata khalifah ialah perwakilan, penggantian, 

atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal dari kata 

Arab, yakni khalf yang berarti wakil, pengganti dan 

penguasa.  

Khilafah adalah pemerintahan atau institusi 

pemerintah dalam sejarah Islam bersinonim kata 

imamah yang berarti pemerintahan. Sedangkan 

khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, 
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atau disebut juga dengan Imam a‘zham yang sekaligus 

menjadi pemimpin Negara Islam sedunia yang disebut 

dengan Khalifat al-Muslimīn.
62

 

c. Imarah/Amir 

Imarah merupakan maṣdar dari amira yang berarti 

ke‘amiraan atau pemerintahan. Kata āmir bermakna 

pemimpin. Istilah amir di masa Rasul dan 

Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi 

penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai 

komandan militer (amir al-jaisy), serta bagi jabatan-

jabatan penting, seperti Amirul Mukminin, Amirul 

Muslimin, Amīr al-Umara. Sedangkan dalam kamus 

Bahasa Inggris diartikan dengan ―orang yang 

memerintah, komandan, kepala dan raja.‖ Atas dasar 

makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan 

seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara 

umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin 

komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai 

saqifah Bani Sa‘idah. Gelar amirul Mukminin 

diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin 

Al-Khattab.
63

 

d. Wizarah/Wazir 

Kata wizarah diambil dari kata “al-wazr” yang 

berarti “al-tsuql” atau berat. Dikatakan demikian 

karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas 

kenegaraan yang berat kepadanyalah dilimpahkan 

sebagian kebijaksanaan pemerintah dan 

pelaksanaannya.
64

 Dalam bahasa Arab dan Persia 
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modern, wazir mempunyai pengertian yang sama 

dengan menteri yang mengepalai departemen dalam 

pemerintahan. Dengan pengertian ini maka wazir 

adalah nama suatu Kementerian dalam sebuah negara 

atau kerajaan,
65

 karena pejabat yang mengepalainya 

berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik 

demi kepentingan rakyat negara dan kerajaan yang 

bersangkutan. Ada dua macam wizarah (kementrian) 

yakni: 

1) Wizarah al-Tafwiḍh (Kementrian Delegatori) 

adalah wazir oleh imam diserahi tugas/wewenang 

tentang pengaturan urusan- urusan (Negara dan 

pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad 

para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat 

para hakim. 

2) Wizarah al-Tanfīdẓ (Kementrian Pelaksana) 

adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang 

diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa 

yang telah diputuskan oleh imam.
66

 

 

C. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Menurut Siyāsah 

Tanfiźiyah 

1. Anak Dalam Perspektif Islam 

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak 

adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari 

hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar 

perkawinan. Dalam sudut pandang Islam, anak 

merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang 

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah 

Swt. dengan melalui proses penciptaan yang dititipkan 

kepada kedua orang tua, maka anak harus diperlakukan 

secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun 
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batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak 

yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab 

dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai 

kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.   

Al-Qur`an sarat sekali dengan muatan kisah anak- 

anak, khususnya anak- anak saleh keturunan Nabi. Ada 

kisah Nabi Ismail dalam surat Asshoffat, kisah Nabi 

Yusuf kecil dalam surat Yusuf, dan kisah nasihat Luqman 

untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu 

menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan 

anak. Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat 

manakala orang tua berhasil mendidiknya, namun 

sebaliknya bisa menjadi malapetaka bagi orang tuanya. 

Di dalam Al- Qur`an disebutkan ada empat macam anak: 

a. Anak sebagai Hiasan (Ziinatun) 

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia, 

dijelaskan dalam Al-Qur‘an surah al-Kahfi : 46 

لِحٰجُ خَيْدٌ  تٰلِيٰجُ الصّٰ
ْ
نْيَاْۚ وَال حَيٰيةِ الدُّ

ْ
بَنُيْنَ زِيْنَثُ ال

ْ
 وَال

ُ
مَال

ْ
ل
َ
ا

ا 
ً
مَل

َ
خَيْدٌ ا كَ ثَيَاةًا وَّ ِ

  ٤٦غِنْدَ رَة 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan 

kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang 

abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di 

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi 

harapan” (Q.S Al-Kahf [18] : 46) 

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa anak 

memperindah sebuah keluarga. Dengan tingkah 

polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering 

membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah 

pulang bekerja dalam keadaan lelah maka semuanya 

hilang manakala anak yang penuh jenaka 

menyambutnya dengan girang. 
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b. Anak sebagai Penyejuk Hati (Qurrotua‟yun) 

Anaka adalah penyejuk hati saat memandang 

seorang anak akan timbul rasa bahagia. Allah pun 

menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati 

dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang 

dilahirkan menjadi penyejuk hati buat orang tuanya. 

Dijelaskan dalam al-Qur‘an surah Al-Furqon : 74 

 
َ
نَا مِنْ ا

َ
يْنَ رَبَّنَا وَبْ ل

ُ
ذِينَْ يَلُيْل

َّ
عْيُنٍ وَال

َ
ةَ ا تِنَا كُرَّ يّٰ ِ

زْوَاجِنَا وَذُر 

لِيْنَ اِمَامًا  مُخَّ
ْ
نَا لِل

ْ
اجْػَل   ٧٤وَّ

 “Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan 

kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata 

dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah 

kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang 

bertakwa.” (Al-Furqan [25]: 74) 

 

Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang 

senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan 

perintah Allah sehingga keduanya berhasil taat 

dalam menjalankan perintah Allah. 

c. Anak sebagai musuh bagi orang tua („Aduwwan 

lakum) 

Anak dapat dikatakan musuh bagi orang tua jika 

orang tua salah dalam mendidik anak-anaknya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taghabun : 

14 

مْ 
ُ
ك
َّ
ا ل مْ عَدُوًّ

ُ
ادكِ

َ
وْل
َ
مْ وَا

ُ
زْوَاجِك

َ
مَنُيْٓا اِنَّ مِنْ ا

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
يٰٓا

َ ؽَفُيْرٌ  فَاحْذَرُوْوُمْْۚ وَاِنْ حَػْفُيْا وَحَصْفَحُيْا وَحَؾْفِرُوْا فَاِنَّ اللّّٰٰ

حِيْمٌ    ١٤رَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang 

menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, 
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menyantuni, dan mengampuni (mereka), 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” (At-Tagabun[64]:14) 

Dari penjelasan ayat diatas anak dapat 

menjadi musuh bagi orang tua nya manakala anak 

sudah tidak lagi mentaati orang tua dan aturan 

agamanya. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan 

kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi 

orang tuanya. 

d. Anak sebagai fitnah 

Anak adalah fitnah (ujian) bagi orang tuanya ketika 

anak sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat, 

sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Taghabun : 

15 

جْرٌ غَظِيْمٌ 
َ
ُ غِنْدَهٗٓ ا مْ فِتْنَثٌۗ وَاللّّٰٰ

ُ
ادكُ

َ
وْل
َ
مْ وَا

ُ
ك
ُ
مْيَال

َ
  ١٥اِنَّمَآ ا

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu 

hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) 

pahala yang besar.”(At-Tagabun[64]:15) 

 

Dari ayat tersebut makna fitnah adalah ujian 

yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau 

terjerumus dalam perbuatan maksiat. Betapa banyak 

orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup 

anaknya maka sebagian taqorrub kepada Allah 

terkurangi. 

 

2. Perlindungan Anak dan Kekerasan Anak Dalam 

Perspektif Islam 

a. Perlindungan Anak 

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi Anak yang 

dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk 

berkembang, tumbuh, secara wajar baik fisik, 

mental, dan sosial  serta hak-haknya agar dapat 

hidup, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.  

Kewajiban memberikan perlindungan bagi 

anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus 

menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang 

tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi 

anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan 

telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang 

tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang 

perlindungan anak
67

, bahwa anak-anak merupakan 

golongan yang rawan dan dependent, disamping 

karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 

hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun 

sosial.
68

 

Hakikat perlindungan anak dalam Islam 

berarti menampakkan kasih sayang terhadap anak 

dalam hati kedua orang tua dengan memenuhi semua 

kebutuhan hak-hak dasar anak. Penampakan kasih 

sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat 

tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun 

ketika anak berada dalam situasi yang tidak normal, 

misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar karena 

kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan 

ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, 

maka anak membutuhkan perlindungan dan 

penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan 

khusus bagi anak. 
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b. Kekerasan Anak 

Kekerasan anak (Child Abuse) dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, 

mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh 

orang-orang yang mempunyai tanggung jawab 

terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua 

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman 

terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.
69

 

Menurut sifatnya, kekerasan ada 2 (dua) yakni 

kekerasan personal dan kekerasan struktural, 

kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, 

dan menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan 

struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas, 

dan tidak tampak.  

Terry E. Lawson, psikiater anak yang 

dikutip Rakhmat mengklasifikasikan kekerasan 

terhadap anak menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu: 

emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan 

sexual abuse. Sementara Suharto mengelompokkan 

child abuse menjadi physical abuse (kekerasan 

secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara 

psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), 

dan social abuse (kekerasan secara sosial).  

Keempat bentuk child abuse ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut:
70

 

1) Kekerasan Anak secara fisik, adalah 

penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan 

terhadap Anak dengan atau tanpa menggunakan 

benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-

luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka 

dapat berupa lecet atau memar seperti bekas 

gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. 
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2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi 

penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan 

kotor, memperlihatkan gambar dan film porno 

pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan 

ini umumnya menunjukkan gejala perilaku 

maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, 

menangis jika didekati, takut keluar rumah dan 

takut bertemu dengan orang lain. 

3) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa 

perlakuan kontak seksual antara anak dengan 

orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, 

gambar visual), maupun kontak secara langsung 

antara anak dengan orang dewasa (incest, 

perkosaan, eksploitasi seksual). 

4) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup 

penelantaran anak dan eksploitasi anak. 

Penerlantaran anak adalah sikap dan perlakuan 

orang tua yang tidak memberikan perhatian 

layak terhadap proses tumbuh kembang anak. 

Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari 

keluarga, atau tidak diberikan pendidikan, 

perawatan kesehatan yang layak, dan dipaksa 

untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang 

harus terpenuhi.  

3. Maqāşid Syarī’ah 

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian 

integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. 

Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan 

pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, 

dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

pemerintah dan negara.
71

 Hal ini berarti bahwa hak anak 

yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan 

hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi 
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juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek 

masyarakat disekitar lingkungan anak.  

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang 

dikenal dengan sebutan maqāşid al-syarī‟ah, yaitu 

pemeliharaan atas hak beragama (hifz al-din), 

pemeliharaan atas jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan atas 

kehormatan dan nasab/keturunan (hifz al-nasl), 

pemeliharaan atas akal (hifz al-„aql) dan pemeliharaan 

atas harta (hifz al-mal). Hakikat dari maslahah adalah 

sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan 

dapat mewujudkan kebaikan (jalb al- masalih au 

manfa'ah) atau menghindarkan keburukan (dar' al-

mafasid) bagi manusia. Semua hal yang baik menurut 

akal, idealnya selaras dengan tujuan syariah (maqasid 

syari'ah) dalam menetapkan hukum.
72

  

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikutip 

Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah 

kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at 

semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya 

mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang 

dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan 

ketentuan syari'at. Secara sederhana maslahat (al-

maslahah) diartikan sebagai sesuatu yang baik atau 

sesuatu yang bermanfaat. Suatu kemaslahatan, menurut 

al-Ghazali, harus seiring dengan tujuan syara', meskipun 

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Oleh karena 

itu yang menjadi tolak ukur dari maslahat itu adalah 

tujuan dan kehendak syara', bukan didasarkan pada 

kehendak bahwa nafsu manusia.
73
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4. Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

Peraturan daerah adalah salah satu produk Peraturan 

Perundang- undangan tingkat Daerah yang dibentuk oleh 

Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerak 

Kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota.
74

  

Kedudukan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah 

Provinsi mauapun Perda Kabupaten/Kota dari segi 

pembuatanya dapat dilihat setara dengan Undang-Undang 

dalam arti semata-mata merupakan produk hukum 

lembaga legislatif. Dari segi isinya sudah seharusnya, 

kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang 

lingkup daerah berlaku lebih sempit dianggap 

mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan 

peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku lebih 

luas.
75

 Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintah daerah menyebutkan pemerintah 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem negara. 

Kekerasan pada anak sering kali terjadi, baik itu 

kekerasan mental maupun seksual. Anak yang merasa 

malu dan takut baik terhadap pelaku maupun lingkungan 

sosialnya mengakibatkan anak sebagai korban kekerasan 

sulit untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi. 

Maka pemerintah harus memberikan hak perlindungan 

                                                           
74 A Zarkasi, ―Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan,‖ Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 (2010), 103. 
75 Panggih F. Paramadina M. Yasin al Arif, ―Konstitutionalistas Perda 
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Constitutional Law Vol 1, No. 1 (2021): 58, 
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pada anak yang merupakan suatu bentuk untuk 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak-anak.  

Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah dan Bupati 

Ogan Komering Ulu telah menyetujui bersama dan 

menetapkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu 

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak yang terdiri dari XII BAB dan 

142 Pasal. Peraturan ini merupakan wujud perlindungan 

dari pemerintah daerah terhadap perempuan dan anak. 

Yakni melindungi dari segala bentuk tindak kekerasan 

dan perlakuan salah terhadap perempuan dan anak. 

Dalam perlindungan anak ada beberapa yang harus 

mendapatkan perlindungan khusus, yang dimaksud 

perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan 

yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi 

tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap 

ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 

tumbuh kembangnya.
76

 Tujuan dalam perlindungan anak 

kasus kekerasan terwadahi melalui Pasal 32 Peraturan 

Daerah Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, yang mengemukakan bahwa : 

1) pemerintah kabupaten berkewajiban dan 

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

khusus pada anak korban kekerasan yang meliputi: 

a) Anak korban kekerasan fisik dan/ atau mental; 

Anak korban kekerasan fisik adalah anak yang 

mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa 

sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara 

anak korban kekerasan mental/psikis adalah 

anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
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bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat.
77

 

b) Anak korban kejahatan seksual 

Anak korban kejahatan seksual adalah anak 

yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak 

wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan 

hubungan seksual dengan orang lain untuk 

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
78

 

2) perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui 

upaya: 

a) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan 

dan/ atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan 

sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan 

kesehatan lainnya; 

b) Pendampingan psikososial pada saat 

pengobatan sampai pemulihan; 

c) Pemberian perlindungan dan pendampingan 

pada setiap proses peradilan. 

Maka melalui peraturan tersebut, Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dapat 

melakukan penanganan serta sosialisasi kepada 

masyarakat agar tingkat kekerasan terhadap anak dapat 

diminimalisir. Sehingga angka kekerasan di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dapat ditekan. 
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